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MOTTO:

¢ Pengetahuan tan;#a agama adalah lumpuh, agama tanpa pengetahuan adalah buta

(Albert Einsten)
% “Wahai para pethuda, barang siapa diantara kalian yang telah sanggup untuk
menikah, hendakjah segera menikah, karena sesungguhnya menikah i.tu lebih
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belum sanggup hendaklah berpuasa, karena berpuasa itu merupakan pengekang
syahwat baginya”

(H.R. Bukhari dan Muslim)
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belaklzmg Masalah

Magusia sclalu ingin hidup bersama dengan manusia lainnya dalam
suatu pergaufan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat
jasmani maupun yang bersifat rohani, hal itu sudah menjadi kodrat sejék manusia
dilahirkan. Sgbagai manusia yang normal, maka pada suatu masa terientu bagi
seorang pria|maupun scorang wanita timbul keinginan untuk saling mengenal
lebih jauh (icngan lawan jenmisnva. Kcinginan f(crsebut tidak hanya untuk
memenuhi kdbutuhan biologis saja tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan psikis
serta untuk mplanjutkan keturunan mercka.

Hiddp bersama antara scorang pria dengan seorang wanita tersebut
mempunyai Txkibat yang sangal penting dalam kehidupan masyarakat pada
umumnya dar} kedua belah pihak pada khususnya. Hidup bersama antara seorang
pria dengan s¢orang wanita yang cukup dewasa dan telah memenuhi syarat-syarat
tertentu diseut dengan perkawinan. Dalam Pasal 1 UU No.l Tahun 1974

disebutkan : TPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanifa sebagai -suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) vang lbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™."

" R. ubekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya
Paramita. Jakarta, 199p, hal. 537




Mengingat begitu pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia maka
masyarakal Indonesia berharap untuk memiliki scbuah Undang-Undang
PcrkawinaT Nasional yang mengatur tentang hidup bersama itu seperti
syarat-syardt sahnya, pelaksanaannya, akibat-akibatnya, serta berakhirnya hidup
bersama itu

Alhirnya harapan masyarakat Indonesia untuk memiliki sebuah
Undang-Unflang Perkawinan Nasional itu menjadi kenyataan. Pada tanggal
2 Januar [1974 tela; disahkan suatu Undang-Undang Perkawinan vyaitu
UU No.l 'lJahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran
pelaksanmLya dikeluarkan suatu Peraturan Pcmerintah tentang pelaksanaan
UU No.I Tdhun 1974 tentang Perkawinan yaitu Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Np.9 tahun 1975. Dengan kcluarnya Peraturan Pemerintah tersebut,
maka Undarjg-Undang Perkawinan mulai berlaku secara efektif pada tanggal
| Oktober 1975.

Di Aialam perkawinanpun sangatlah erat hubungannya dengan agama

atau keperc

5

aan yang dianut, karena sangat eratnya hubungan perkawinan
dengan agalTa atau kepercayaan yang dianut maka dalam hal perkawinan
seseorang tidak dapat dipisahkan dengan agama atau kepercayaan masing-masing
sesuai denga? Pasal 2 ayat 1 UU No. | Tahun 1974 yang menyebutkan :
“Perkawinan |adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agama dan kepercayaannya itu”.” Ini berarti Undang-Undang Perkawinan tidak

2 wilowo Reksopradoto, Hukum Perkawinan Nasional, Ttikad Baik, Semarang, 1977,
hal. 5

 R. Subekti dan R. Tiitrosudibio, Op. Cit, hal, 538




menghapus
dasarnya p

oleh syara’

’l.;-.- -

kan ketentuan hukum agama tetapi mengesahkannya. Karena pada
crkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan

sebagaimana discbutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

PARES ALy I’,,Lwluv_ﬂ@bol zamils Bl

PRSI O KU 3| 5315 i
Artinya :
“Dan dianfura tanda tanda kekuasaan-Nya, ialuh Dia menciptakan untukmu
istri-istri dri jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa leniram
kepadanya,|dun dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang Hemikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”.
(QS. Ar-Rujn : 21y

Di

dalam UU No.! Tahun 1974 yang berlaku secara nasional hanya

mengatur hrl-hal yang bersifat pokok dan mendasar, yang berlaku bagi semua

golongan m%lsyarakat Indonesia termasuk didalamnya anggota TNI. Anggota TNI

sebagai baqian dari masyarakat Indonesia dalam masalah perkawinan tunduk

kepada UU
tentang pro

KODAM 1V

No.1 Tahun 1974. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui tinjauan

es pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD di wilayah hukum

DIPONEGORO setclah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

Da+vm rangka pcmbinaan dan pengamanan personil TNI pada umumnya

dan bagi perponil TNI-AD pada khususnya, perlu adanya langkah-langkah positif

» Dbpartemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, CV. Toha Putra, Semarang,

1989, hal. 644




untuk menl%amin kerukunan kehidupan keluarga TNI dalam hubungan suami istri

dan anak-?\ak keturunannya.

Al
bagi masy:#
menyeleng
suatu kelug
perzinahan

Pq
mengisi pg
yang berd
kehidupan

sesuai deng

merupakan

karena itu i

perkawinan

kesejahterag

pengaruh at

perkawinan

dalam pelak

1974 belum

khususnya b

=)

nggota TNI scbagai abdi ncgara wajib memberi contoh dan teladan

rakat baik dalam tingkah laku maupun perbuatannya termasuk dalam
rarakan kchidupan rumah tangganya. Mereka harus bisa membentuk
rga yang bahagia, kekal, harmonis, sejahtera serta dapat menghindari
dan dosa.

nulis sadar bahwa untuk mencapai tujuan nasional dalam rangka
mbangunan ini diperlukan abdi negara termasuk anggota TNI-AD
siplin dan berkualitas yang salah satu faktornya adalah dalam
berumah tangga. Dalam kehidupan berumah tangga tersebut haruslah

fm tujuan perkawinan dalam UU No. | Tahun 1974.

B%hwa perkawinan dan permasalahannya bagi anggota TNI-AD

salah satu aspek dari perawatan personil di lingkungan TNI-AD, oleh
in kawin bagi anggota TNI-AD pada prinsipnya dapat diberikan jika
yang akan dilaksanakan ity menunjukkan suatu kebahagiaan dan
n bagi calon suami istri yang bersangkutan serta tidak membawa

iu akibat yang dapat merugikan kedinasan.

Pe:rulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal pelaksanaan

bagi anggota TNI-AD dan permasalahan-permasalahan yang timbul
banaan perkawinan anggota TNI-AD, karena dalam UU No. 1 Tahun
engatur secara terperinci dan jelas tentang pelaksanaan perkawinan

ﬁ

gi anggota TNI-AD.




BerJasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul
skripsi : “TINJAUAN TENTANG PROSES PELAKSANAAN PERKAWINAN
ANGGOTA TNI-AD DI WILAYAH HUKUM KODAM 1V/ DIPONEGORO

SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974”

Perumusan l{dasalah

Berd#asarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk
meninjau masrlah-masa]ah scbagai berikut :
1. Apakah syarat-syarat pelaksanaan perkawinan bagi Anggota TNI-AD ?
2. Bagaimanfkah tala cara pelaksanaan perkawinan bagi Anggota TNI-AD ?
3. Masalah-nhasalah apakah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan
anggota TNI-AD di wilayah hukum KODAM IV/DIPONEGORO setelah

berlakunyzw UU No. I Tahun 1974 dan bagaimanakah cara penyelesaiannya ?

. Tujuan Penclitian

Denng adanya permasalahan yang perlu dianalisa, maka penulis
mengangkat pgrmasalahan tersebut untuk diteliti, selanjutnya dirumuskan tujuan
dari penelitian {ni yaitu :

1. Untuk meﬁgctahui syarat-syarat pelaksanaan perkawinan bagi Anggota
TNI-AD.
2. Untuk mepgetahui tata cara pelaksanaan perkawinan bagi Anggota
TNI-AD.
3. Untuk men%getahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan

perkawinan ?nggota TNI-AD di wilayah hukum KODAM 1V/DIPONEGORO




sctela

penye

D. Keguna

s

berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui cara

csaiannya.

—_—

Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegu

yang

aan Teoritis

—

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teori

berupa  sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum

khususrnya dalam bidang Hukum Perkawinan.

2. Kegurfaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran

dan pgmahaman tentang Hukum Perkawinan anggota TNI-AD bagi penulis

pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya serta sebagai masukan

bagi ipstansi yang terkait, yaitu BINTAL DAM [V/ DIPONEGORO

Semargng.

E. Metode Penelitian

Aglapun dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode-

metode sebpgai berikut :

I. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, metode pendekatan yang

dipergujakan oleh penulis adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis,

yaitu sulltu pendekatan dalam Ilmu Hukum dengan menggunakan bantuan

llmu SoTial lainnya, melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data-data




penelitinnnya tidak hanya berpedoman kepada segi-segi yuridis semata-mata,

melainan dengan memanfaatkan Ilmu Sosial lainnya.”

2. Spesifikdsi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis pcnclitian

deskripti

memapas

[ analitis yaitu suatu penclitian yang menggambarkan dan

kan mengenai Undang-undang Perkawinan, khususnya mengenai

pelaksanfan perkawinan bagi anggota TNI-AD, kedudukan hukumnya serta

akibat-alibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, kemudian
ditarik $uatu kesimpulan - secara  umum dari bahan-bahan mengenai
perkawinLn terscbut.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Data

Primer

AdaliTh sejumlah kcicrangan atau fakta yang secara langsung diperolch

melalpi penelitian lapangan dengan cara :

1. Ofservasi yaitu mengadakan penelitian dengan cara langsung pada

obyek yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini, antara lain :

B

INTAL DAM 1V/ DIPONEGORO Semarang.

2. Wcrwancara yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data

yaﬁg akurat dengan mempersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk

peflanyaan-pertanyaan secbagai pedoman agar proses tanya jawab

dapat berjalan dengan baik. Obyek penelitian meliputi : Perwira Bintal

Indonesia, Jakarta, 1

3 Roﬁmy Hanitijo Socmitro, Metodologi Penclitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia

9p0, hal. 35




TINI-AD, anggota TNI-AD yang akan menikah dan Pegdwai Negeri
S|pil Militer.
b. Data Bekunder
Adath data yang diperolch melalui bahan kepustakaan, yaitu dengan
menggunakan buku literatur dan kumpulan bahan kuliah serta peraturan
perundlang-undangan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan
anggo#a TNI-AD schingga menjadi pedoman dalam pembuatan skripsi.
c. Lokas| Penclitian
Penelifian dilakukan di BINTAL DAM [V/DIPONEGORO Semarang,
4. Metode AuLalisis Data
Ugﬂtuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh |
kesimpulauL maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan. Setelah itu
dilakukan 3nalisa secara kualitatif, karena sesuai dengan karakteristik datanya
yang berujpid deskriptif analisis. Menurut Soerjono Soekanto yang dilﬁaksud
metode kuglitatif adalah : “Suatu cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif gnalisis, yaitu apa vang dikatakan responden secara tertulis atau
lisan dan jiga perlakuannya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai

suatu yang Ttuh”.(’)

F. Sistematika P(Jnulisan Skripsi
Untuk| mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap

penelitian, makj ékan ditulis dalam beberapa bab, yaitu :

o Soerjqno  Soekanto, Penganiar Penclitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia,
Jakarta, 1981, hal.250
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.C. Masalah-masalah yang Timbul dalam Pelaksanaan Perkawinan
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DAFTAR PUSTAKA




BAB1I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. PengcniuLn Perkawinan
[Dalam  kchidupan masyarakat scring kita mendengar tentang
perkawirfan. Apabila kita mendengar perkataan perkawinan, maka yang

terlintas pertama-tama dalam pikiran kita adaiah adanya hidup bersama antara

dua orangg manusia yang berlainan jenis, yakni antara seorang laki-laki dan’
scorang perempuan, tetapi tidak semua hidup bersama antara seorang laki-laki
dan scovrmg perempuian disebut perkawinan, akan tetapi hidup bersama
tertentu yang dinamakan perkawinan adalah yang memenuhi syarat-syarat
tertentu.
Diantara para sarizes masih terdapat perbedaan pendapat tentang
perkawinLn, menurut pendapat Prof. Soebekti, SH dalam bukunya Pokok-
Pokok Hpkum Perdata mengatakan bahwa : “Pcrkawinan adalah pertalian
yang sai‘ antara seorang laki-laki dengan scorang perempuan  yang

dimaksud#\'an untuk membentuk keluarga sclama-lamanya”™.”

? prdf. Socbekti, SH, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1978,
hal.20

Il




Sedangkan mecnurut  Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH ia

mcngalzﬁkan : “Hidup bersama itu berakibat sangat penting di dalam

masvarakat. Akibat paling dekat ialah bahwa dengan hidup bersama antara

dua ora

anggota

1g manusia ini, mercka sckedar menyendirikan dini dari anggota-

vang lain dari masyarakat. Akibat yang jauh ialah bahwa kalau

kemudialn ada anaksanak keturunan mercka dengan anak-anaknya itu mereka

merupalTun keluarga tersendiri™.

maka m

hY)

Berhubungan dengan akibal yang sangat penting dari hidup bersama,

asvarakat membuichan peraturan dari hidup bersama ini, yaitu

mengen%i syaral-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan

terhcntinr,fa hidup bersama itu. Peraturan inilah yang menimbulkan pengertian

perkawitjan, yaitu suatu hidup bersama dari scorang laki-laki dan perempuan,

vang me

enuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan terschut.

KUH Perdata tidak memberikan pengertian tentang perkawinan.

Ketentuap umum dalam Pasal 26 KUH Perdata hanya mengatakan

“Undangfundang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-

hubungar| perdata™ Hal ini berarti bahwa peraturan menurut agama tidaklah

penting selama tidak diatur dalam hubungan perdata. Jadi perkawinan itu

hanya difinjau sebagal suatu lembaga hukum dan tidak bergantung pada

pandangap-pandangan keagamaan calon suami istri. Di dalam KUH Perdata

kita tidak [menjumpai sebuah definisi tentang perkawinan akan tetapi dengan

R)P

4. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit

Sumur, Bandung, 1994, hal.7

» Prof. R. Subekti, SH, dan Tjitrosudibio, Op. Cit, hal.8




pendapat pc

berikut :

holten akhirnva dapat kita rumuskan definisi perkawinan sebagai

‘Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria

dengan seT)rang wanita untuk midup bersama dengan kekal, yang diakui oleh

negara™. "

Dhi
ikatan lahww
istri dcngaﬁm
kekal ber
ditegaskan

dimana siJa

perkawinar

Hasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™'

am Pasal 1 UU No.l Tahun 1974 discbutkan ; “Perkawinan ialah
batin antara scorang pria dengan seorang w:inita scbagai suami
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

" Dalam penjelasan

lebih rinci bahwa scbagai nepara yang berdasarkan Pancasila,

yang perfamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Lisa, maka

mempunyai  hubungan erat sckali dengan agama/kerohanian,

schingga pgrkawinan bukan saja mempunyat unsur lahir/jasmani, tetapi unsur

batin/rohani

juga mempunyal peranan yang penting.

Yafng dimaksud dengan arti_perkawinan adalah : “ikatan lahir batin

antara seor%
tujuan perk+

dan kckal b¢

)
G

tidak hanya

harus kedua

ng pria dengan scorang wanita sebagai suami-istri”, sedangkan

winan adalah : “Membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia

rdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™.'?

#ngan ikatan lahir dan batin dimaksudkan bahwa perkawinan itu

cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi

duanya.

Alumni, Bandun%;,
1

hal. 14.

10)

R.
1979
" R.S

boctojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, Hukum Orang dan Keluarga,
hal. 14

Libekti dan R. Tiitrosudibio, Zoc. Cit, hal 537,

K. \Tanljik Salch. Hukum Perkawinan Indonesia. Ghalia Indonesia , Jakarta, 1976,
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hidup bersa
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Sultu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan

i hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk

ma sebagai suami-istri, dengan kata lain dapat disebut hubungan

formil. Hut#ungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya,

orang lain atau masyarakat.

maupun baj1
Sebpliknya, suatu ikatan batin adalah merupakan hubungan yang

tidak formil

ikatan itu h

menjadi rap\ih.

Terjalinnya
membentuk
Mer

ikatan lahir

*%

suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi

arus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan

ikatan lahir dan ikatan batin, merupakan fondasi dalam
Jan membina keluarga yang bahagia dan kekal.
jurut Hukum - Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu

atin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup

bersama da#am suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang

dilaksanakan

zawaj. Yang

antara wali ¢

dan memenu*:i rukun dan syaratny.

menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam.

KatJ kawin menurut Hukum Islam sama dengan kata nikah atau kata

dinamakan nikah menurut syara’ ialah : “Akad (fjab Qobul)

#lon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu

a7 13

) Drs. H. Zal

Perkawinan Indonesia, P

ry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang
nerbit Bina Cipta, Yogyakarta, 1978, hal. 1




Scdangkan menurut Prof. Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum

Perkpwinan datam Islam mengatakan © “Nikah itu artinya hubungan scksual

(sctu

yuh)™ " Beliau mendasarkan pendapatnya kepada Hadist yang berbunyi

“Dikptuki Allah vang menikah (bersctubuh) dengan tangannya (onani)”.

satu

hukil#

mem
Prosg
meny
mem
scbay
ruma
bagai
yurid

antarg

pandql\gan yaitu scgi hukum, scgi agama dan sepi sosia

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan
sama lain, bahkan jiwanva adalah sama dan scirama, karcna pada
atnya Syariat Islam itu bersumber kepada Allah Tuban yang Maha Esa.

Hukum Perkawinan merupakan bahagian dari Hukum Islam yang
hat ketentuan-ketentuan tentang hal thwal perkawinan, yakni bagaimana
s dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara
clenggarakan  akad  perkawinan - menurut hukum, bagaimana  cary
Ehihara ikatan lahir batin yang telah ditkrarkan dalam akzlld perkawinan
i akibat vundis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis
i langga yzu]g mengancam-ikatan lahir batin antara suami istri,
mana proses dan proscdur berakhirnya ikatan perkawinan, scria akibat
s dari berakbirnya perkiwinan, baik yang menyangkut hubungan hukum
bekas suami dan isti, anak-anak mercka dan harta mercka.

“Menurut pandangan Islam, perkawinan dapat dilihat dari tiga scgi

I 15

1964, hal. |

M Prof. Mahmud Yunus, /Hukium Perkavinan dalam Istam, CV. Al llidayah, Jakarta,

s . RS .
Y Soemivati, SH, Huktm Perkawman Islam dan Undeng-undang  Perkawinan,

Penerbit Liberty] Yogyakarta, 1982, hal 10
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Duari Segi Hukum
Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian oleh Q.S. An-Nisaa’

ayat 21, jang berbunyi :

o 9 o0 —nf/:‘ na' o 90 9 o -

1
‘aSJ_A SRR :)b.?._.l J‘ ‘:.S...‘adv..; G 03103 945 90> i BIS 9

-

0 0~ P - F A

z -z -0
. R T

Artinya |

“Bugainuna kamu akan mengamiadnya kembali, padahal sebagian kamu

telah bengaul (hercampury o < an vang lain sehugai suami istri. Dan mereka

(istri-istrymu) telaly mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Q.S . An-

Nisaa> : 21)'"

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan

merupakadn suatu perjanjian ialah karena adanya :

a. Cara |[mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu
dengin akad nikah dan rukun atau syarat tertentu.

b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur
sebelenya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fassakh, syiqaq
dan sdbagainya.

Perjafjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus,
yaitu
(1) Pgrkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarcla dari kedua

bejah pihak.

' Ddpartemen Agama. Op. Cit, hal. 120
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(2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat

perdetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan

perj%mjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-

hukpmnya.

(3) Pe

rfetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai

hak|dan kewajiban masing-masing pihak.

untuk mel

akan taat

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat

a;(ukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji

phda peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban

dan hak-h%k masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu

berlangsunf, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak

keturunan

n#ya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak

leluasa peﬂmh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian

perkawinai) itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Dari Segi

Agama

Pﬁndanvgan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat

penting. Dhlam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci.

Upacara

perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak

dihubungkdn menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi

pasangan

idupnya dengan mempergunakan nama Allah. Sebagai mana

diingatkan pleh Q.S At-Taubah ayat 1, yang berbunyi :

- (4] I O&O//Io - - 09 - @/-—vz

S yiat Ry e-JMLSu-ij' ‘U}wudﬂw sl )




Artinya
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“(Iniluh pernyataan) pemutusan perhubungan duripuda Allah dun Rasul-Nya (yang

dihadapkan) kepada orang-orang musyrikin yang kamu (kaum muslimin) telah

mengaddkan perjunjian (dengan mereka) . (Q.S. At-Taubah: 1)

17)

4

Dari segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum

ialah bdhwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga lebih dihargai

dari pada mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang

perkaanan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa,

tetapi

Hanya

tertentu

njenurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini

Hibatasi paling banyak empat orang itupun dengan syarat-syarat

Menurut hukum adat perkawinan adalah suatu bentuk hidup bersama

yang lahggeng lestari antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui

oleh pefsekutuan adat dan diarahkan pada pembentukan sebuah keluarga.'®

suatu

untuk

seperti

Suatu perkawinan menurut hukum adat adalah bukan merupakan

| yang dengan mudah dapat dilaksanakan begitu saja, akan tetapi

—F—

hdanya suatu perkawinan perlu mempertimbangkan berbagai hal,

a. Bibjt, artinya berasal dari keluarga yang baik atau sehat (bibit unggul).

1 1bid, hal. 277 _
. 8] wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda, CV.
Mandar Maju, B '

dung, 2002, hal. 74
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b. Bobdt, artinya dari keluarga kaya

C. Beb&l, artinya lingkungan apa : priyayi, saudagar, kriya, seni dan budaya.

d. Babdt, artinya riwayat dari keluarga yang bersangkutan.

Menurut Mr. B. Ter Haar perkawinan menurut hukum adat adalah

urusan kprabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan

pribadi

#atu sama lain dalam hubungannya yim Ji4 berbeda-beda."”

2. Maksud|dan Tujuan Perkawinan

Masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan,

hendakigh mcmperhattkan inti sari dari sabda Rasulullah SAW, yang

menggafiskan bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari

yang beramal itu, dan bahwa sctiap orang akan memperoleh hasil dari apa

yang di

1 iatkannya.zm

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad

perkawipan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan

perkawil\an. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut :

a. Me

teru

— =

aati perintah Allah SWT, dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul,

ama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, karena hidup

beri$tri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk Sunnah beliau.

19)
Jakarta, 1976, hz;(l).

Mr. Ter Haar B, Bzan, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita,
58
)| Drs. H. Zahry Hamid, Op Cit, hal. 2
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b. Mem¢lihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu
seksuglita, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga
kehorrmatan dan memelihara kepribadian.

c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan
kelua}ga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera
dalanj rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.

d. Mem¢lihara dan membina kwalitas dan kwantitas keturunan untuk
mewnljudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam
rangkia pembinaan mental spirituil dan phisik materiil yang diridlai Allah

Tuhaf\ Yang Maha Esa.

e. Membpererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami
dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang
amanr dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanau

wa Tq’ala.

. Hikmah #erkawinan

[#erkawinan sebagaimana diketahui publik, bukan sekedar memenuhi

selera bidlogis. Dalam paduan Alquran wa sunnah menyebutkan bahwa nikah
merupak;%n ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT karena itu hikmah
perkawinhn bagi muslim dan masyarakat umumnya sangat besar dan banyak

manfaatnya.
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D%Iam kenyataan ilmiah ternyata perkawinan memiliki manfaat yang

besar, bail itu bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakaf. Bagi diri sendiri

misalnya,

pemikiran

paling tidak orang yang tclah berumah tangga akan memiliki

yang luas. Jika ia semula tidak suka memikirkan sesuatu dengan

sungguh-syngguh, setelah berumah tangga pikiran akan selalu serius.

Sdcara psikologis orang berumah tangga jauh lebih baik terkendali

jika dibanﬁingkan scbelum berumah tangga. la akan senantiasa menjaga

pandangan| mata dari penglihatan yang diharamkan agama. Juga untuk

mengikat

iri dengan tali kasih sayang di antara suami istri.

Sdlain dari itu hikmah perkawinan ialah untuk mengembangkan, atau

melanjutk

misi dakwah, menegakkan dienullah di muka bumi.

Seara rinci hikmah perkawinan dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Hikmal) bagi Diri Sendiri

1. MeILjaga aqidah (agama)

Kargna agama hanya dapat berguna manakala dijalankan berjamaah.

Agdma bisa tegak apabila dibangun atas orang beriman, tidak

maynfarid, bersendirian dalam beriman kepada-Nya. Lagipula, emosi

diri| dapat dikendalikan, tidak cepat marah, lebih dewasa dalam

beq#ikir. Terhadap aktivitas kerja pun jadi meningkat. Sebab tuntutan

sebzlgai kepala rumah tangga misalnya, yang harus bertanggung jawab

dari| sisi nafkah bagi istri dan anak yang dilahirkannya. Dari beban

tan

gung jawab ini seseorang akan lebih banyak berpikir positif

ketimbang ugal-ugalan di jalanan.
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. Sypri’ah (hukum)

M(lreka yang telah berumah tangga memiliki beban hukum yang

cup tinggi. Segala sepak terjang perbuatannya akan selalu dipikirkan
ara hukum. Sebab segala akibat hukum bukan saja terjadi atas dirn
diri, akan tetapi berlaku pula atas keluarganya.

hlaq (perilaku)

am bangunan rumah tangga harus tercermin perilaku ideal yaitu

ilaku pilihan bagi kematangan diri, suami atau istri, juga anak-anak.

Dafi sini akan tumbuh rasa malu sebagai elemen keimanan seseorang,

deﬂlgan rasa malu seseorang maka akan terjaga perbuatannya.

b. Hikmah bagi Keluarga

1.

Mg

nghubungkan Silaturahmi

Ikéftan keluarga dapat menjadi lebih erat bila ada ikatan nikah bahkan

orang lain bisa menjadi keluarga bila saja ada ikatan perkawinan. Imi

menjadi media untuk dapat memelihara silaturahim, yang merupakan

salph satu ajaran Islam. Tanpa silaturahim tipis kemungkinan

bajgunan kekeluargaan dapat ditegakkan.

Mdnyatukan Pandangan

Merasa sudah ada ikatan keluarga, melalui ikatan perkawinan

bar angké.li sikap keterbukaan di antara keluarga yang terikat jauh lebih

bai

pal

k dibandingkan sekedar kenal belaka. Dalam soal ini perkara yang

ng penting dikompromikan adalah soal agama. Agama merupakan

tali hidup’ dan kematian, berlaku bagi diri sendiri, keluarga, ummat di

duqia dan akhirat.
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¢. Hiknjah bagi Ummat

Hikmah Sosial

Skcara sosial jalinan perkawinan berdampak positif, asal saja landasan

pernikahannya karena dien. Bukan karena unsur lain, kalaupun ada:

uhsur lain tentunya sebatas pelengkap (idealnya), jika tcrnyata belum

tﬁ:rpenuhi maka dien merupakan basis basic terkuat untuk membentuk

p}ibadi yang dewasa.
Klegoncangan sosial yang dewasa iﬁi terus bergulir akibat pelaksanaan
rg&mah tangga tidak Qurani. Kaum wanita banyak menjauh dari pos
pprtamanya, merawat dan melayani suami serta anak-anak, tak heran

Jhir manusia jenis ketiga. Pria bukan, wanita pun juga bukan. Jenis

It

manusia seperti-inilah yang pada akhitnya jadi momok di masyarakat.

Hikmah Hukum

PTanya mereka pelaksana rumah tangga Qurani yang bakalan mampu

njenjadi insan pembangunan. Tertib dalam melaksanakan segala jenis

aﬁuran kemasyarakatan asal saja, seirama dengan kebenaran, serta

kgmampuan.

Hﬁ'kmah Kuantitas

Sg¢bagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kaum

Muminin, diharapkan berjumlah banyak.

Dengan landasan ini Nabi SAW bakalan akan tampil sebagai

p¢menang dalam membina ummatnya, perlombaan dihadapan Allah

SWT ialah dengan kemampuan menciptakan orang-orang beriman
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S(lbanyak-banyaknya. Hal ini diakui olch sins, sebagai modal dasar
pgnduduk yang memiliki kualitas sangat dibutuhkan negara. Tingkat
ptradaban dewasa ini semakin kalut karena kuantitas tidak berimbang

d¢ngan kualitas.

4, Asas ata% Prinsip Perkawinan

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditentukan prinsip-prinsip

atau asag-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan

dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan

zaman.Z'

\ sas-asas alau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang

ini adalal} sebagai berikut :

a)

b)

Tujudn perkawinan adalah membentuk kcluarga yang bahagia dan kekal
untul itu suami istri perlu saling membantu dan meléngkapi agar masing-
masijg dapat mengembangkan kepribadianﬁya membantu dan mencapai
kesejfihteraan spritual dan materiil. |

Dalalb undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah

‘bilamana  dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

keperpayaan itu, dan di samping itu tiap-liap perkawinan harus dicatat
menul‘ut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaky.
Undahg-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki

oleh |orang yang bersangkutan karena hukum agama‘ dari yang

2 lldohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bina Cipta, Jakarta, 1996, hal.56
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bersangkutan mengijinkan scorang suami dapat beristri lebih dari seorang,
Nam}pin demikian perkawinan scorang suami dengan lebih dari seorang
istri eskipun hal itu dikehendaki olch pihak-pihak yang bersangkutan,
hanyg dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan
diputrxskan olch pengadilan.

Unddng-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah
masak jiWa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat
mewrxjudkan tujuan pcrkawinan secara baik tanpa berakhir pada
percdraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus
dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah
umug
Bcrhﬁbung dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas umur
untul kawin bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun
bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Karega tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang |m menganut prinsip
untul mempersukar terjadinya perceraiah. Untuk bercerai harus ada alasan
terterJtu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan baik hak dan kedudukan
suamf, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan
masnyrakat, sehingga dengan demikian segala scsuatu dalam keluarga

dapat|dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
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Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-

undang pi berlaku, yang' dijalankan mecnurut hukum yang telah ada adalah

sah. Dethikianlah penjclasan umum dari Undang-Undang Nonﬁor I Tahun

1974 tenfang perkawinan.

5. Syarat Sghnya Perkawinan

a. Syargt-syarat sahnya perkawinan menurut Agama Islam

Syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam dan kesepakatan

para plama bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-

rukug nikah yaitu :

1
2
3)
4)

)

6)

7

8)

Aldanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan

Chlon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal.

Pgrsetujuan bebas antara kedua belah mempelai.

Hiarus ada wali bagi calon pengantin perempuan

rus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang

dfberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya

Hhrus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan
lqa(i-laki Islam merdeka.
[—[Jams ada upacara Ijab Qobul, [jab ialah penawaran dan pihak calon

isjri atau walinya atau wakilnya dan Qobul penerimaan oleh calon

syami dengan menyebutkan besarnya mahar yang diberikan

S¢bagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (perkawinan)

miaka seyogyanya diadakan walimah (pesta perkawinan).




9) S

S¢

Jjd
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ebagai bukti autentik terjadinya perkawinan, maka harus diadakan

llhnun nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah,

suai pula dengan UU No.22 Tahun 1946 jo. UU No.32 Tahun 1954

. UU No. | Tahun 1974.

b. Syath sahnya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

4Mengenai sahnya perkawinan telah diatur dalam Pasal 2

UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi

yaituf

(1) P

2T

erkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

n#sing agamanya dan kepercayaannya itu.

ap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

y#ng beriaku.

IDan syarat-syarat sahnya perkawinan terdapat dalam Pasal 6 sambai

dengan Phsal 11 UU No 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Perkgwinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.

(2) Untulf melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21

(dua ruluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.

(3) Dalarp hal salah scorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau

alam

keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau °

dari grang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
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(4) Dajam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tid%k mampu untuk menyatakan kchendaknya, maka ijin atau diperoleh
dar} wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai
hufungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama masih hidup
danldalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dal

—

m hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam
ayal (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara
merkka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah
hukpm tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas
penhintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu

mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

—5—

(6) Ketdntuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
sepahjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari
yang bersangkutan tidak mencntukan lain.

Pasal 7

(1) Perkpwinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencépai umur 1§
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belad) tahun.

(2) Dalafn hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta
dispepsasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua

orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketenjtuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang

tua tdrsebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku
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~

jug,# dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan
tidgdk mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal §

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

a. berfubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas;

b. ber&ubungan darah dalam garis keturunan menyamping atau antara

sauliara,. antara scorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
denpan saudara neneknya; |

C. bcrﬁnubungan semenda, yaitu mcriua, anak tiri, menantu dan ibwbapak
tiri;

d. berl#ubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan
danﬂbibi/paman anak susuan;

e. berfjubungan saudara dengan istri atau scbagai bibi atau kemenakan dari
istril dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

f. merhpunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlpku, dilarang kawin.

Pasal Y|

Scorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak

dapat kﬁwin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan

Pasal 4 [Undang-undang ini.

I?asal 1y

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang

lain dar| bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh




dilang
dan'ke
Pasal

(1)Ba
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sungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masin-masing agamanya
bercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
[ ]

i seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu

tunpgu.

(2) Terjggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam

Perhturan Pemerintah lebih lanjut.

B. Perihal U+um Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD

1.

Pengertjan Perkawinan Anggota TNI-AD

Untuk mencapai tujuan nasional dalam rangka mengisi pecmbangunan

dewasa |ini diperlukan abdi ncgara termasuk anggota TNI-AD  yang

berdisiplin dan berkualitas, selain itu anggota TNI-AD mempunyai peranan

sebagai [pelopor perjuangan, pelopor dalam melaksanakan pertahanan dan

keamanan negara. Untuk mewujudkan anggota "[‘NI-AD yang berdisiplin dan

berkualiths salah satu faktornya adalah dalam kehidupan berumah tangga.

berkawinan/pernikahan bagi anggota TNI-AD adalah perkawinan

atau perjikahan yang berlaku khusus untuk anggota TNI-AD berdasarkan

ketentuar] hukum agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan menurut

peraturan{perundang-undangan yang berlaku.

nggota TNI-AD adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi

masyarakht yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam
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tingkal{ laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan
yang bdrlaku.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mulai berlaku
tanggal|2 Januari 1974 tersebut adalah merupakan Undang-Undang Nasional
yang sdcara umum dan hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan
mendas%:r. Dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur tentang perkawinan
anggota|TNI-AD.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
pelaksarfaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab X Pasal 46 -
discbutkhn : “Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Pemerinfah ini, maka Ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan
pengaturhn tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan
Bersenjaja, diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/ PANGAB”. Oleh
karena ith KASAD selaku‘chala Staf TNI-AD dengan mengingat Keputusan
Menhankam/Pangab Nomor : Skep/08/P/111/1984 tanggal 31 Maret 1984,
tentang Pokok-pokok Organisasi dah Prosedur TNI-AD daﬁ juga Surat
Keputusah Pangab Nomor Skep/347/V/1986 tanggal 31 Mei 1.986, tentang .
petunjuk penyediaan tenaga penggunaan, perawatan dan pemiséhan personil
ABRI, mngeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor Skep/699/X11/1987
tanggal 24 Desember 1987 tentang petunjuk pengurusan perkawinan,
perceraiar] dan rujuk bagi anggota TNI-AD.

Spirat keputusan KASAD ini berlaku dengan mendasarkan pada Lek

Specialis Perogate Generali, yang artinya peraturan yang bersifat Khusus
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menya\%pingkan peraturan yang bersifat umum. Meskipun demikian Surat
keputushn KASAD tersebdt tctap berdasar dan bersumber pada UU No.l
Tahun 1974 tentang perkawinan selaku peraturan perundang-undangan yang
mengatyr tentang masalah perkawinan dan juga Surat Keputusan KASAD
tersebut ﬁidak bertentangan dengan agama ataupun kepent.ingan umum.

Sampai sckarang pengurusan perkawinan bagi anggota TNI-AD

menggux#akan peraturan yang ada yang perlu disesuaikan dengan

perkembpnngan organisasi, karena pimpinan ABRI telah mengeluarkan pokok-

pokok p¢rawatan personil antara lain tentang pembinaan mental yang dalam
penjabargnnya termasuk masalah perkawinan. Sehingga Surat Keputusan
KASAD ftersebut dijadikan pedoman yang dapat digunakan oleh para pejabat

di selurulj lingkungan TNI-AD.

.pria maupun wanita yang berstatus Militer Sukarela Militer, Wajib maupun

Militer Tijtuler.

Militer Sukarelu
Militer sukarela yaitu warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat
jadi militer dengan sukarela atau dengan kemauan dirinya sendiri

untuk merjjadi militer.

Militer Wdjib

Militer wajib yaitu warga ncgara Indonesia yang sudah memenuhi syarat
untuk menjadi militer dengan diwajibkan pemerintah dan dalam jangka waktu

tertentu ddpat kembali ke masyarakat karena sudah memenuhi tugasnya

Anggota TNI-AD yang dimaksud disini adalah anggota TNI-AD baik



sebaga

i wajib militer jika suatu saat mereka diperlukan, mereka bisa

menyerpthkan diri karena sudah memenuhi wajib militer.

Militer Wituler

Militer [tituler yaitu pangkat kemiliteran yang diberikan kepada sescorang

karena

mempunyai kcahlian tertentu atau karena orang tersebut dianggap

berjasa flalam bidang kemiliteran.

2. Laranga#\ dan Teguran dalam Perkawinan Anggota TNI-AD

a. Angpota TNI-AD tidak diperkenankan kawin selama mengikuti

pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar, baik di dalam

maupun di luar negeri.

b. An

~

g,%ota TNI-AD tidak diperkenankan hidup bersama dengan wanita/ pria

sepefti suami istri {anpa ikatan perkawinan yang sah.

c. Setia#) atasan/pejabat agama TNI-AD harus menégur, memperingatkan

dan [nelarang anggotanya yang melakukan perbuatan yang dimaksud

huruf b diatas.

d. An

géota Kowad tidak diperkenankan memberi persetujuan lisan/ tertulis

bagi fuaminya yang akan kawin lagi, kecuali jika ia terlebih dahulu

menghjukan permohonan berhenti/keluar dari dinas TNI-AD
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3. Sanksi d#m hukuman dalam pelanggaran peraturan bagi anggota TNI-AD

Sunksi
Pelangg%an akan pengabaian terhadap ketentuan dalam peraturan-peraturan
yang add dianggap sebagai pelanggarén disiplin militer dan diancam dengan
hukumar disiplin militer dan tindakan administrasi yang berupa :
a. Dalalﬁ'l Bidang Disiplin Militer.

1) Dppat dikenakan hﬁkuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat

Bintara dan Tamtama. .

2) Djpat dikenakan hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan
PIDT jo KUHDT bagi yang berpangkat Perwira.
b. Dalar#; Bidang Administrasi.
1) Pgnundaan Kenaikan Pangkat. “
2) Pegmindahan Jabatan.
3) Pepgakhiran lkatan Dinas.
4) Peberhentian dari Dinas‘Angkalan Darat.

Hukuman

a. Anggdta TNI-AD yang melanggar ketentuan dengan beristri lebih dari
seorany tanpa jijin yang sah atau melaksanakan/melakukan perceraian
selamd pendidikan selain diancam dengan hukuman disiplin rﬁiliter, dapat
pula dikeluarkan dari pendidikan atau dinas Angkatan Darat.

b. Anggoja TNI-AD yang melanggar keténtuan dengan beristri . lebih dari

seorang tanpa ijin yang sah atau melaksanakan/melakukan perceraian

selama| mengikuti pendidikan, selain diancam dengan hukuman disiplin
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mili\rr, dapat pula dikcluarkan dari pendidikan atau Dinas Angkatan
Darat.
Apabila anggota TNI-AD yang tersebut b diatas masih tetap
men]pertahankan status hidup bersama scperti suami istri.tanpa ikatan ;
pcrkawinan scsuai dengan ketentuan, maka ia harus diakhin ikatan

dinagnya atau diberhentikan dari dinas TNI-AD.

-

. Anggota Kowad yang dalam jangka waktu enam bulan terhitung mulai
* tanggal dilangsungkannya pcrkawinaﬁnya, ternyata melahirkan, diancam
dengpn hukuma.m disiplin militcr dan tindakan administrasi.

. Apalﬂila ternyata anggota Kowad memberi persetujuan lisan/tertulis bagi
suanjinya untuk kawin lagi dan secbelumnya ia tidak mengajukan
pernjohonan berhenti/keluar dari Dinas TNI-AD maka anggota Kowad
yang|bersangkutan diberhentikan dari Dinas TNI-AD.

Khudus terhadap perkawinan lcbih dari seorang istri yang melanggar
kete?tuan baik yang dilakukan olch Perwira maupun Bintara dan Tamtama
yang| disengaja atau karcna kelalaian, disamping diancam dengan
hukuinan disiplin militer, maka kepada si pelanggar diharuskan memilih :
1) T’e‘tap dalam dinas TNI-AD dengan syarat harus menceraikan istri
)%\n g dikawin dengan cara tidak sah.

2) I\Jlengakhiri ikatan dinas/diberhentikan dari dinas TNI-AD.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat—syara} Pelaksanaan Perkawinan bagi Anggota TNI-AD

Padd dasamya pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD dengan

masyarakat ymum adalah sama. Hanya ada beberapa syarat saja yang

membedakannya yaitu anggota TNI-AD mempunyai aturan yang bersifat khusus

dan mengikat|yang harus dipenuhi untuk memperoleh suatu persetujuan atau

memperoleh ijin kawin untuk melangsungkan perkawinannya, apabila ketentuan

tersebut dilanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman yang akan merugikan

karier maupun jabatan.

Adapjin syarat-syarat perkawinan pada umumnya telah diatur dalam

Pasal 6 sampaj dengan Pasal 11 UU No.l1 Tahun 1974 yang pada pokoknya

menentukan se'%agai berikut :

1. Adanya pergetujuan bebas antara calon suami dan calon istri.

2. Pra harus s+dah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

3. Mendapat ifin dari kedua orang tua mereka masing-masing apabila calon

pengantin bglum berumur 21 tahun.

4. Perkawinan {lilarang antara dua orang yang :

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

b. Berhuburgan darah dalam garis keturunan menyamping

C.

Berhuburlgan semenda
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d. Berljubungan susuan
e. Beri+ubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dan

istri

f. Meu*punyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku dilarang kawin.

5. Seorang |yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali
dispensas%i oleh pengadilan.

6. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak

boleh dilapgsungkan perkawinan lagi.
7. Seorang Wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
8. Perkawindn harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur

oleh PP N¢. 9 Tahun 1975

Khugus bagi anggota TNI-AD selain memenuhi peraturan tersebut juga

harus memenghi persyaratan yang terdapat dalam Surat Keputusan KASAD
Nomor : Skep/$99/X11/1987 tanggal 24 Desember 1987 Bab Il c, yaitu :
a. Anggota TINI-AD yang akan melangsungkan perkawinan terlebih dahulu

harus mencapaf ijin tertulis dari pejabat yang berwenang. ljin kawin hanya

diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum
agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan telah
memenuhi syarat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jjin kawin pada prinsipnya dapat diberikan kepada anggota TNI-AD jika

perkawinan yang-akan dilaksanakan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan
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dan kesgjahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan serta tidak akan

membaya pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasannya.

Anggotd TNI-AD yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan

ijin kawin kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki yang

berlaku [dengan dilengkapi lampiran masing-masing rangkap enam sebagai

berikut :

1.

Kuti*an Akte Kelahiran atau surat kenal lahir calon suami istri. Dalam hal
tidak| ada akte kelahiran atau surat kenal lahir maka dapat dipergunakan
surat| keterangan lain yang memuat tentang nama dan tanggal/ tempat

lahir,| agama, pekerjaan, tempat kediaman dan asal usul calon suami istri

t Surat Baptis atau surat keterangan baptis dari pejabat gereja yang
bersafigkutan bagi yang beragama Kristen Protestan dan Surat Permandian
yang {idak lebih tua dari enam bulan bagi yang beragama Katholik. Surat
Ketergngan Sudi Wadani bagi yang beragama Hindu bila diperlukan oleh
pejabdt agama TNI-AD.

Surat keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal
kedua|orang tua calon suami istri, yang dikeluarkan oleh pamong praja
setempat

Surat fjin kedua orang tua/wali, apabila salah seorang calon suami atau
calon ibtri atau keduanya belum mencapai umur dua puluh satu tahun.
Surat

ispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang berumur di

bawah |sembilan belas tahun dan calon istri yang berumur di bawah

enam +las tahun.




5. Surat persetujuan dari ayah/wali calon istri.
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6. Surat pprnyataan dari calon istri atau suami tentang kesanggupan untuk

menjad% istri atau suami yang bersangkutan.

7. Surat kpterangan pejabat personalia mengenai status belum atau pernah

kawin :%tau masih beristri/bersuami dari anggota yang bersangkutan.

8. Surat kkterangan cerai atau kematian suami atau istri bagi janda/duda

yang al*an menjadi calon istri/suami anggota yang bersangkutan.

9. Surat k¢terangan dari pamong praja/Polri setempat tentang tingkah laku

calon i+ri /suami yang bukan anggota ABRI.

10. Surat k¢terangan dokter militer kesehatan kedua calon suami istri atau

surat k¢terangan dokter umum dalam hal di Kesatuan/di tempat yang

bersan%utan tidak ada dokter militer.

11. Pas fotd terbaru ukuran (4 x 6) cm dari kedua calon suami istri.

12. Surat p%myataan dari calon suami dan istri tentang kesanggupan untuk

memelihara anak-anak tirinya bagi yang berstatus janda/duda dan sudah

mempu%yai anak.

13. Surat kpterangan kewarganegaraan dari Dirjen Imigrasi‘ bagi calon

suami/i%\ri WNI Keturunan Asing.

d. Bagi Anggrfta Kowad

1. Disampﬁng harus memenuhi persyaratan perkawinan bagi anggota

TNI-AD| pada umumnya, untuk Kowad juga harus memperhatikan

Juklak Kasad Nomor : Juklak/I/[I/1986 tanggal 27 Februari 1986

tentang %embinaan Korps Wanita TNI-AD angka 5 huruf e perkawinan.




2. Yang

sekurgn

terhity

Yang

sekur:
Perwi
Dengan

AD yang a

>
N
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berstatus Milsuk, ijin kawin diberikan setelah menjalankan dinas

g-kurangnya dua tahun bagi Bintara, satu tahun bagi Perwira

ng mulai pengangkatan pertama dalam pangkat efektif.

berstatus Milwa, ijin kawin diberikan setelah menjalankan dinas

g-kurangnya tiga tahun untuk Bintara dan dua tahun untuk

demikian persyaratan yang harus dipenuhi oleh Anggota TNI-

an menikah sangat terperinci, jika dibandingkan dengan

masyarakat su(Lpil pada umumnya, karena selain harus memenuhi persyaratan

yang terdapat
yang terdapat

tanggal 24 De

. Tata Cara Pe

Dalar
pelaksanaan pe

pelaksanaan pe

dalam UU No. 1 Tahun 1974 juga harus memenuhi persyaratan

dalam Surat Keputusan KASAD Nomor : Skep/699/XI11/1987

sember 1987 pada Bab I11 c.

aksanaan Perkawinan bagi Anggota TNI-AD

h UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, masalah tata cara
rkawinan diatur dalam Bab II Pasal 12 yang berbunyi : “Tata cara

rkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendirni”.

Untu

diatur dalam S

Desember 1987

anggota TNI-AD mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan
rat Keputusan KASAD Nomor : Skep/699/X11/1987 tanggal 24

pada Bab III ¢. Dalam Surat Keputusan KASAD tersebut tidak

dijelaskan secafa terperinci mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan bagi

anggota TNI-A

harus dipenuhi

D, melainkan hanya menjelaskan tentang syarat-syarat yang

Jalam pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD.
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Da*am penelitian ini penulis akan menguraikan tata cara pelaksanaan

anggota TNI-AD di wilayah hukum KODAM IV/ DIPONEGORO.

Adapun tatq cara pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD adalah sebagai

berikut ; 22

1. Setiap a

ygota TNI-AD yang hendak melangsungkan perkawinan diharuskan

terlebih qahulu untuk mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada

pejabat yhng berwenang. Pejabat yang berwenang memberikan ijin kawin

adalah :

a. Presidgn

1) Untuk Pati TNI-AD yang menduduki jabatan Kasad

2) Kafyawan ABRI unsur TNI-AD. yang masih aktif yang menjabat

Ketua/Wakil Ketua Lembaga Tertinggi /Tinggi Negara dan Menteri.

b. Pangak

1) Unfuk Pati TNI-AD yang menduduki jabatan Wakasad.

2) Kaffyawan ABRI unsur TNI-AD yang masih aktif yang menjabat

Dulfes, Sekjen, Irjen, Dirjen pada Departemen di Luar Departemen

Harlkam, dan Pimpinan Lembaga Negara Non Departemern/ sederajat.

c. Kasad

1) Parg Pati TNI-AD yang masih aktif yang berada di jajaran TNI-AD

selanfn Wakasad.

22)

Pribadi, Senin tanggal

Maydr CAJ. Drs. Achsin, Kasi Bina Rohis Bintal Dam IV/Diponegoro, Wawancara
Januari 2003.
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2) Semjua Pati dan Pamen TNI-AD yang masih aktif yang menduduki
jabalan karyawan kecuali tersebut a.2) dan b.2).
3) Pamgen di lingkungan TNI-AD.
d. Pang/Defn/Gub/Ka/Dir Kotathakpus TNI-AD
Untuk para Pama, Pelcapa, Bintara dan Tamtama di Kotama/Lakpus
jajaran TNI-AD.

e. Dan Deﬁﬁmabesad

Untuk para Pama, Pelcapa, Bintara dan Tamtama yang minpersnya
diselenggarakan oleh Denmabesad.
f. Para dan Pusdik
Untuk Bjntara, Tamtama di lingkungan yang bersangkutan.
g. Para Dap Rem/Brig/Men/Grup Kopassus/Rinifdam dan pang Div.
1) Untuk Bintara di jajaran yang bersangkutan.
2) Tamjama di lingkungan Makro'yang bersangkutan.
h. Dandenrha Kotama, Kabalak dari Lakpus TNI-AD
Untuk Bjntara dan Tamtama yang minspersnya diselenggarakan oleh Sat/
Balak ya&ng bersangkutan.
i. Para Darj Dim/Yon/Rai (BS)
Untuk pdra Bintara dan Tamtama di Kesatuan yang bersangkutan.
. Sebelum perfnohonan ijin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang
calon suam{ istri diwajibkan menghadap pejabat agama TNI-AD untuk

menerima

—

etunjuk/nasehat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan

dengan mempawa surat permohonan ijin kawin yang sudah dilengkapi dengan
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surat-surht yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan KASAD Nomor :
Skep/699/X11/1987 tanggal 24 Desember 1987 Bab Il c.

Pejabat %ama TNI-AD yang dimaksud dalam hal ini adalah :

a. Rohapiawan Islam/Imam bagi yang beragama Islam

b. Rohafiawan Protestan/Pendeta bagi yang beragama Kristen Protestan

c. Rohagiawan Katholik/Pastur Militer/Pastur Militer pembantu bagi yang
beragama Katholik
d. Roharjiawan Hindu/Pendeta/Pinandita bagi yang beragama Hindu

e. Yang diangkat dalam TNI-AD

a. Kasad pebagai Pembina Kowad

b. Aspers|Kasad sebagai Pembina Keprajuritan wanita Kowad

sebagai pembina fungsi keprajuritan wanita di Daerah Militer
setemppt dan dalam pelaksanaannya oleh aspers Kasdam dibantu Pa
Kowad|yang ditunjuk (Pa Koordinator).

Kecabangan dari anggota Kowad yang bersangkutan‘

e. Komandlan Kesatuan dimana Kowad bertugas.

. Oleh pejabpt agama TNI-AD calon suami istri yang akan melaksanakan
diberi pembekalan tentang :

perkawinan

a. Petunjuk atau nasehat dalam masalah perkawinan yang akan dilaksanakan.
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b. Magalah-masalah yang berhubungan dengan agama yang dianutnya.

Mi

[72]

Inya : Bagi calon suami istri yang beragama Islam akan diberi
pengertian tentang perkawinan yang memenuhi syarat dan
rukun nikah se‘;suai dengan syariat agama Islam, calon suami
diminta untuk membaca Surat Al-Fatikhah, dua kalimat
Syahadat dan Ikrar Ijab Qobul atau bahkan kedua calon suami
istri diminta untuk mempraktekkan sholat fardhu.
4. Setelah ifju kemudian pejabat agama TNI-AD meneliti lampiran persyaratan
perkawin%n, apabila dalam penelitian tersebut ternyata belum memenuhi

ketentuar] dan persyaratannya, maka kepada si pemohon akan diberitahukan

sebagaimpna mestinya. Setelah itu pejabat agama TNI-AD membuat
pernya pendapat secara tertulis yang isinya tentang dapat atau tidaknya
perkawingn itu dilaksanakan.

Khusus bpgi Pembina Kowad, diwajibkan meneliti surat permohonan ijin
kawin bederta persyaratan sesuai Juklak Nomor : Juklak/I/11/1986 tanggal

27 Februagi 1986, selanjutnya membuat pernyataan pendapat secara tertulis.

5. Setelah dikeluarkan surat pernyataan pendapat dari pejabat agama
TNI-AD dan dari Pembina Kowad tersebut diatas, maka surat pernyataan
tersebut dilampirkan pada surat permohonan ijin kawin yang bersangkutan
untuk diajykan kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan pertimbangan
dalam menberikan ijin kawin.

6. Selanjutnya pejabat yang berwenang memutuskan secara tertulis apakah ijin

kawin diberjkan atau ijin kawin tidak diberikan.
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ljin ka#vin diberikan, apabila perkawinan yang akan dilaksanakan itu

memper

yang b

ihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri

rsangkutan serta tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang

dapat m%rugikan kedinasannya.

ljin  kay

in tidak diberikan, apabila pejabat yang berwenang menolak

memberikan ijin kawin kepada anggota TNI-AD yang akan melaksanakan

perkawirjan tersebut. Penolakan ijin kawin tersebut disertai dengan alasan

penolakah pemberian ijin kawin, yaitu :

a. Tabi

, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan tidak

sesua| dengan kaidah /norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.

b. Adanya kemungkinan bahwa perkawinan itu akan dapat merendahkan

martabat dari yang bersangkutan atau mengakibatkan kerugian terhadap

nama | baik TNI-AD, ataupun negara baik langsung ataupun tidak

langsung.

c. Perkawinan yang dikehendaki itu sebagai akibat dari suatu perbuatan/

tindakgn yang sewenang-wenang atau paksaan.

d. Salah patu atau kedua calon suamifistri tidak memenuhi syarat-syarat

kesehafan, kaidah agama dan syarat lainnya menurut Undang-undang

Perkawiinan.

e. Calo

n i dari anggota Kowad berstatus masih beristri.

Surat ijin khwin hanya berlaku satu kali kawin dan dalam jangka waktu enam

bulan terhijung mulai tanggal dikeluarkannya. Dalam hal ijin kawin telah

diberikan, $edangkan perkawinan tidak jadi dilangsungkan, maka anggota
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TNI-AD y#ang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu berikut
alasannya Asecara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui saluran

hirarki yaig berlaku. Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai

persiapan I‘ntuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan dan
administradi sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat ijin kawin ialah :
a. 15 hari pagi yang beragama Islam

b. 30 hari pagi yang beragama Protestan

¢. 3bulanjbagi yang beragama Katholik dan Hindu.

Bagi anggdta TNI-AD yang permohonan ijin kawinnya ditolak oleh pejabat
yang berwdnang, kecuali ditolak oleh Presiden RI, maka yang bersangkutan
dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang
setingkat lepih tinggi dari pejabat tersebut. Putusan atas suatu permohonan
naik bandix#g diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis dan
merupakan putusan yang terakhir.

. Surat ijin kqwin secara tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
beserta seHuruh lampirannya disampaikan kepada Pegawai Pencatat
Perkawinan| yang bersangkutan di tempat perkawinan akan dilangsungkan
sesuai denga#n tata cara yang ditetapkan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan [dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

. Pencatatan gerkawinan dari mereka yang akan melangsungkan perkawinannya
menurut agz;ma Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan

Agama sedahgkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut
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selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor

Sipil.

Baik lﬁlantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil tidak mau melayani

anggots
pejabat

Surat K

TNI-AD yang akan menikah tanpa melampirkan surat ijin kawin dari
yang berwenang beserta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam

eputusan KASAD Nomor : Skep/699/X11/1987 tanggal 24 Desember

1987 pgda Bab IlI c.

Kemud

an anggota TNI-AD yang bersangkutan memberitahukan

kehendfknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan

akan dfilangsungkan dengan membawa surat ijin kawin beserta seluruh

lampiraJnnya.

Pember]

ktahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja

sebelur# pernikahan itu dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan secara lisan

atau ter

ulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pegawdi Pencatat Perkawinan yang menerima pemberitahuan kehendak

melang
dipenul

undang

sungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah

i dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menﬁrut Undang-

Selain +enelitian terhadap hal tersebut, Pegawai Pencatat Perkawinan meneliti

pula:
a. Kut

tida

pan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai dalam hal

k ada aktg kelahiran atau surat keterangan yang menyatakan umur dan
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asalfusul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang
setijgkat dengan itu.

b. Ketgrangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat
tinggal orang tua calon mempelai.

c. [jin fertulis/ijin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3),
(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974, apabila salah seorang calon mempelai
ataulkeduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

d. ljin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal
caloh mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyat istri.

e. Disfjensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-
undz}ng No 1 Tahun 1974

f Sureyt kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian
bagi|perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

g. Ijin [tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab,
apaljila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan
Bergenjata.

h. SurJt kuasa’ otentik atau di bawah tangan yang disahkan 6leh Pegawai
Pengatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat
hadi sendirj karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan

kep%da orang lain.

12. Hasil pgnelitian tersebut, oleh Pegawai Pencatat Perkawinan ditulis dalam

sebuah dlaftar yang diperuntukkan untuk itu.
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dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tidak ada

halangan pernikahan, maka Pegawai Pencatat Perkawinan

menyelﬁinggarakan pengumuman tentang pemberitahuan  kehendak

melangs
menuryf

suatu te

ungkan pernikahan dengan cara menempelkan surat pengumuman
formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada

mpat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Maksud

dari perﬁgumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum

agar me
mereka

perunda

ngetahui dan mengajukan keberatan-keberatan jika menurut pendapat
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama atau

pg-undangan lainnya. Pengumuman yang berlangsung selama 10

(sepulul)) hari sejak pengumuman itu tidak boleh dirobek. Pengumuman

tersebut

dila

dapat ditempelkan pada :

a) Di IEantor Pencatatan Perkawinan  di tempat perkawinan akan

sungkan, atau

b) Di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal masing-masing calon

me

Pengum

elai.

Uman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat :

a. NamT\, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon

mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau

keduinya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka

tersetrut.

b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
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Bila depgan dilakukan pengumuman tersebut ternyata tidak terdapat
pencegaﬂan perkawinan, maka kemudian dapat dilangsungkan perkawinan di
hadapan| Pegawai Pencatat Perkawinan atau wakil Pegawai Pencatat
Perkawirjan bagi yang beragaﬁa Islam, perkawinan tersebut dilaksanakan di
Kantor Yrusan Agama Kecamatan, atau atas permintaan kedua mempelai

dapat dilgkukan di luar KUA, yang biasanya di rumah salah seorang mempelai

dalam wflayah kekuasaan Pegawai Pencatat Perkawinan, sedangkan bagi yang
beragama selain [slam perkawinan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil atau
di rumal} calon mempelai. Atau dapat pula dilakukan ditempat lain atas
pennohor\an calon mempelai, misalnya di Gereja dengan mengundang
Pegawai Pencatat.

Sesaat sgltelah perkawinan dilangsungkan, akte perkawinan ditandatangani
oleh kedPa mempelai, saksi-saksi, wali nikah atau yang mewakilinya serta
Pegawai | Pencatat Perkawinan. Akte nikah dibuat rangkap 2 (dua), helai
pertama [isimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan helai kedua disimpan
pada p&nitera Pengadilan Agama dalam wilayah Kantor Pencatétan
PerkawirJan itu berada.

Kemudiah dibuat kutipan aktenya yang akan diberikan kepada masing-masing

mempelaj. Dengan ditandatangani akte perkawinan, maka perkawinan

tersebut telah tercatat secara resmi.

16. Akta perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Bab IV Pasal 12 PP

No.9 Talfun 1975 memuat :
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a. Narrfa, “tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan

tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah

kawﬁn, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

b. Namp, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua

mergka.

c. [jin §ebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-

Undelng.
d. Dispgnsasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang
e. Ijin Hengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang.

f. Perjanjian sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang.

g. Ijn ﬁdari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi

anggpta Angkatan Bersenjata.

h. Pexja#’\jian perkawinan apabila ada.

L. Namglx, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para

saksi|dan wali nikah bagi yang beragama Islam

j. Namg, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa

apab+a perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

17. Setelah ﬂ»erkawinan dilangsungkan, maka salinan surat kawin dari lembaga

yang berwenang berikut salinan surat ijin kawin beserta lampirannya harus

segera dfserahkan oleh anggota TNI-AD yang bersangkutan kepada pejabat

personallp di Kesatuannya guna penyelesaian administrasi personil dan

keuangar).
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Dengaxl demikian, tata cara pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD

di wilayah Hukum KODAM IV/DIPONEGORO sudah sesuai dengan UU No. 1

Tahun 1974

Skep/699/X1

TNI-AD d

PP No 9 Tahun 1975 dan Surat Keputusan KASAD Nomor :

/1987.

Masalah-mgsalah yang Timbul dalam Pelaksanaan Perkawinan Anggota

Wilayah Hukum KODAM IV/DIPONEGORO Setelah

Berlakunya rUU No. 1 Tahun 1974 dan Cara Penyelesaiannya

Dalam

pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD tentu tidak selalu berjalan

dengan landar karena kadang anggota TNI-AD yang akan melaksanakan

perkawinan

menemui  masalah yang dapat menghambat pelaksanaan

perkawinannya.

Bahwal masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan

anggota TN
berhubungan
a. Bahwa (¢

TNI-AD

I-AD di wilayah hukum KODAM 1V/. DIPONEGORO yang
dengan permohonan ijin kawin adalah sebagai berikut : B
alam hal permohonan ijin kawin di Kesatuannya, bagi anggota

dan calon suami istri yang akan melaksanakan perkawinan harus

menjalarfi tes kesehatan badan di Kesatuan anggota TNI-AD tersebut,

pemerikgaan dilakukan oleh dokter militer. Dalam hal ini masalah yang sering

timbul dhn menghambat pelaksanaan perkawinan tersebut adalah jika pada

waktu n‘Jenjalani tes kesehatan ternyata pada hasil pemeriksaan calon istri

yang me

ngajukan kawin sudah tidak suci lagi karena pernah melakukan

3)

Wawancara Pribad

Drs. Farik Navis, Pegawai Negeri Sipil Militer Bintal Dam IV/Diponegoro,
i, Kamis tanggal 9 Januari 2003.
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a. Perahanan ringan, yaitu anggota TNI-AD tersebut akan dimasukkan ke

daldm sel selama 14 (empat belas) hari.

b. Pe

dal

hanan berat, yaitu anggota TNI-AD tersebut akan dimasukkan ke

sel selama 21 (dua puluh satu).

Hal ini|sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang No. 26 Tahun 1997 tentang

Hukum

menye

Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang

tkan :2¥

Jenis hukuman disiplin prajurit terdiri dari :

a. Te

n,

b. Penalanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari;

c. Penahjanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) han.

Bagi angota Kowad yang akan menikah dengan anggota TNI-AD tidak

diperbol%hkan anggota Kowad tersebut menikah dengan anggota TNI-AD

yang mg
hanya bj
setingka

Kowad

mpunyai tingkatan pangkat lebih rendah. Anggota Kowad tersebut
bleh menikah dengan anggota TNI-AD yang mempunyai pangkat
dengannya atau yang mempunyai pangkat lebih tinggi dari anggota

ersebut. Apabila anggota Kowad tetap bersikeras untuk menikah

dengan %nggota TNI-AD yang mempunyai tingkatan pangkat lebih rendah

tersebut

TNI dan

maka salah satu dari mereka harus mengundurkan diri dari anggota

menjadi masyarakat sipil biasa.

24)

Jndang-undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia
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Dengan d¢mikian, maka apabila anggota Kowad akan menikah dengan
anggota TNI AL}, anggota Kowad hanya boleh menikah dengan anggota TNI-AD
yang mempunydi pangkat setingkat dengannya atau yang mempunyai pangkat
lebih tinggi darjnya, karena ini sﬁdah merupakan ketentuan yang tidak boleh

dilanggar.




-

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Denggn terselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan
tentang Proses|Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD di Wilayah Hukum
KODAM IV/TJIPONEGORO Setelah Berlakunya UU No.1 Tahun 1974” ini,
maka kini penuris berusaha membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun sygrat-syarat perkawinan bagi anggota TNI-AD selain memenuhi
persyaratan|dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974,
juga harus|memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Surat Keputusan
KASAD Nomor : Skep/699/X11/1987 tanggal 24 Desember 1987 Bab llic,
yaitu :
a. Kutipan| Akte Kelahiran atau surat lahir calon suami istri.

b. Surat Kbterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal
kedua drang tua calon suami istri, yang dikeluarkan oleh pamong praja
setemp+.

c. Surat ijih kedua orang tua/wali, apabila calon suami/istri belum mencapai
umur 2 }f tah;ln.

d. Surat diAtpensasi dari pengadilan bagi calon suami yang berumur dibawah
19 tahur} dan calon istri berumur di bawah 16 tahun.

e. Surat persetujuan dari ayah/wali calon istri
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f Surat pemyataan dari calon suami/istri tentang kesanggupan untuk

menjadi

istri /suami yang bersangkutan.

g. Surat kdterangan pejabat personalia mengenai status belum atau pernah

kawin a
h. Surat ks
yang ak
i. Surat kg
calon is
j. Surat k

surat ke

lau masih beristri/bersuami dari anggota yang bersangkutan.
bterangan cerai atau kematian suami atau istri bagi janda/duda
an menjadi calon istri/suami anggota yang bersangkutan.
terangan dari pamong praja/Polri setempat tentang tingkah laku
ri /suami yang bukan anggota ABRIL

terangan dokter militer kesehatan kedua calon suami istri atau

terangan dokter umum dalam hal di Kesatuan/di tempat yang

bersanﬁcutan tidak ada dokter militer.

k. Pas fotg
1. Suratp

memeli

terbaru ukuran (4 x 6) cm dari kedua calon suami istri.
srnyataan dari calon suami dan isto tentang kesanggupan untuk

hara anak-anak tirinya bagi yang berstatus janda/duda dan sudah

mempul\yai anak.

m. Surat Heterangan kewarganegaraan dari Dirjen Imigrasi bagi calon

suami/iftri WNI Keturunan Asing.

. Adapun ta
sebagai ber]
a. Setiap

diharus

a cara pelaksanaan perkawinan bagi anggota TNI-AD adalah
kut.:
anggota TNI-AD yang hendak melangsungkan perkawinan

kan terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan ijin secara

tertulis ﬂ(epada pejabat yang berwenang
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b. Sebe]uv[\ permohonan ijin kawin disampaikan kepada pejabat yang
berwenpng calon suami istri diwajibkan menghadap Pejabat Agama
TNI-AIP untuk menerima 'petunjuk/-nasehat dalam masalah perkawinan
yang al#an dilaksanakan dengan membawa surat permohonan ijin kawin
yang sTdah dilengkapi dengan surat-surat yang telah ditentukan dalam
Surat [Keputusan KASAD Nomor : Skep/699/XI1/1987 tanggal
24 Desgmber 1987 Bab Il1 c.
Khusus| bagi anggota Kowad disamping memenuhi ketentuan tersebut
diatas, giwajibkan pula menghadap Pembina Kowad.

c. Pejabat| Agama TNI-AD meneliti lampiran persyaratan perkawinan,

apabilajdalam penelitian tersebut ternyata belum memenubi ketentuan dan

persyargtannya, maka kepada si pemohon akan diberitahukan sebagaimana
mestiny. Setelah itu Pejabat Agama TNI-AD membuat pernyataan
pendapgt secara tertulis yang isinya tentang dapat atau tidaknya
perkawinan itu dilaksanakan.

d. Surat dTri Pejabat Agama TNI-AD dan dari Pembina Kowad dilampirkan
pada syrat ‘permohonan ijin kawin yang bersangkutan untuk diajukan
kepada |pejabat yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam
membetikan ijin kawin.

e. Selanju#nya pejabat yang berwenang memutuskan untuk memberikan
surat ijip kawin atau tidak memberikan surat ijin kawin.

f. Jika sufat ijin kawin secara tertulis telah diberikan oleh pejabat yang

.

berwen:#ng, maka surat ijin kawin tersebut beserta seluruh lampirannya
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diseraﬁkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan, yaitu Kantor Urusan

AgamaJ

bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang

beragaTna selain Islam di tempat perkawinan akan dilangsungkan untuk

mendaﬁbat penyelesaian selanjutnya menurut tata cara yang ditetapkan

dalam PJU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

g. Setelah

salinan

perkawinan dilangsungkan, maka salinan akte perkawinan berikut

surat ijin kawin beserta lampirannya diserahkan oleh yang

bersanékutan kepada pejabat personalia di Kesatuannya guna penyelesaian

admini

3. Masalah

trasi personil dan keuangan.

bang timbul dalam pelaksanaan perkawinan bagi anggota

TNI-AD aJalah sebagai berikut :

a. Bahwa

dalam hal permohonan ijin kawin di Kesatuannya, sering terjadi

pada wlktu menjalani tes kesehatan badan calon istri diketahui sudah tidak

suci la

sehing

i karena pernah melakukan hubungan sex sebelum menikah,

masalah yang demikian ini merupakan suatu hal yang dapat

mengh%mbat pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD. Cara mengatasi

masalal}-ma’salah yang timbul dalam pelaksanaan perkawfnan anggota

TNI-AI tersebut adalah: apabila calon istri tersebut melakukan hubungan

sex denLan anggota TNI-AD yang akan menikah dengannya, maka atasan

akan m

ngambil tindakan disiplin karena anggota TNI-AD tersebut telah

melanggar dan mengabaikan ketentuan sehingga dianggap sebagai

pelangghran disiplin militer. Atasan akan memberikan hukuman dengan

memasykkan anggota TNI-AD yang bermasalah tersebut kedalam sel
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yang berada di dalam wilayah Kesatuannya. Penahanannya

terganfung pada perbuatannya. Penahanan ringan selama 14 hari dan

penahgnan berat selama 21 hari.

b. Bagi dnggota Kowad yang akan menikah dengan anggota TNI-AD tidak

diperb#)lehkan anggota Kowad tersebut menikah dengan anggota TNI-AD

yang

pangk

mempunyai tingkatan pangkat lebih rendah. Anggota Kowad

tersebit hanya boleh menikah dengan anggota TNI-AD yang mempunyai

t setingkat dengannya atau yang mempunyai pangkat lebih tinggi

dari a+ggota Kowad tersebut. Apabila anggota Kowad tetap bersikeras

untuk

menikah dengan anggota TNI-AD yang mempunyai tingkatan

pangkdt lebih rendah tersebut maka salah satu dari mereka harus

meng+durkan diri dari anggota TNI dan menjadi masyarakat sipil biasa.

B. Saran - sarar

Di dalar+ kesempatan yang terakhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan

mencoba merpberikan saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan atau

pemikiran unt\lsk menuju perbaikan.

Adapun bebergpa saran yang mungkin dapat berguna, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengghindari terjadinya pembatalan atau pencegahan dilangsungkannya

suatu perkawinan bagi anggota TNI-AD hendaknya di dalam proses

pengajuan | permohonan ijin kawin anggota TNI-AD tersebut harus bisa

menjaga

ma baiknya sendiri dan menghindari perbuatan-perbuatan yang

dilarang agama yaitu tidak melakukan hubungan sex sebelum melaksanakan

akad nikah| Sehingga karier anggota TNI-AD tersebut tidak terhambat.
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2. Perlunya mmemasyarakatkan hukum perkawinan, khususnya mengenai tata
cara pelafsanaan perkawinan anggota TNI-AD, baik kepada masyarakat,
Kepala Dgsa dan Aparat Desa maupun kepada Pegawai Pencatat Perkawinan,
karena sepagian besar masyarakat belum mengetahui tentang seluk beluk
perkawin%n anggota TNI-AD, sehingga dengan memasyarakatkan hukum
perkawin%n, masyarakat memperoleh suatu pemikiran dan pemahaman
tentang pefkawinan TNI-AD.

3. Tujuan pefkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal|berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar tujuan perkawinan
tersebut #:pat tercapai maka kepada pejabat yang berwenang dan Pejabat
Agama TNI-AD perlu memberikan bimbingan, petunjuk dan nasehat tentang
masalah perkawinan yang akan dilaksanakan, sehingga akan terwujud tujuan
dari perkgwinan tersebut dan dalam perkawinan tersebut tidak mempunyai
akibat yang merugikan kedinasannya.

4, Agar kel%mcaran dan ketertiban dapat terwujud dalam pelaksanaan
perkawm%\ maka hendaknya mematuhi dan memenuhi semua persyaratan
yang telal ditentukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawman dan
PP No.9 Fahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawin#n.
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